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Pendahuluan

Sebagai salah satu negara demokrasi besar dunia, Indonesia selalu men-
jadi perhatian negara-negara lain sebagai acuan atau model pelaksanaan sistem
demokrasi yang baik dan berkualitas. Pesta demokrasi lima tahunan ini tergo-
long kegiatan sacral dan maha penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Seyogyanya tidak boleh ada hal yang dapat mencederal segala nilai-nilal kesa-

kralan tersebut.

Dengan memegang teguh prin-
slp atau asas Pemilu “Luber dan jurdil”
dapat membuat Pilpres semakin ber-
kualitas. Rahasla dalam asas pemilu
dimaknai bahwa suara hak pilih setiap
rakyat dijamin kerahasiaannya oleh
pemearintah atau dengan kata lain hasil
pilihan yang masuk ke kotak suara
tidak akan diketahui slapa pemilik-
nya dan memilin siapa, kecuali orang
yang besangkutan mengutarakannya
kepada orang lain,

Demokrasl dapat dipahami seba-
gai nilai-nilai yang unlversal dan telah
banyak didiskusikan oleh berbagal
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kalangan, mulai dari praktisi politik
sampai para akademisl. Diantaranya
adalah Amartya Sen, dalam karyanya
yang berjudul “Democracy as universal
Value™. la mengupas tentang konsep
nilal-nilai demokrasi yang menurut-
riya secara ideal bisa diterapkan oleh
bangsa manapun. Konsep inl juga bisa
dijumpal dl mana pun bangsa yang
telah mempunyai tradisi demokrasi.

Hal yang paling penting dan harus
diutamakan haruslah menjadikan
pemilu yang sejuk dan memillki penuh
keberagaman, vyang berpedoman
terhadap Pancasila sebagai ideoclogi
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negara dimakndi sebagai sistem kehi-
dupan nasional yang meliputi aspek
politik, ekonomi, sosial budaya, dan
pertahanan keamanan dalam rangka
pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa
yang berlandaskan dasar negara.

Pembahasan

Kebebasan dan demokrasi sering
dipakai secara timbal balik, tetapi
keduanya tidak sama. Demokrasi tidak
hanya separangkat gagasan dan prin-
sip tentang kebebasan, tetapi juga
mencakup seperangkat praktik dan
prosedur yang terbentuk melalul seja-
rah panjang dan sering berliku-ilku,

Kualitas demokrasi juga terkait
dengan sistem politik yang mengguna-
kannya, Tidak mungkin kualitas demo-
krasi di bawah rezim yang otoriter
bernilai positif. Sebaliknya demokrasi
yang baik hanya mungkin dihasilkan
oleh kekuasaan yang tidak memani-
pulasi makna demokrasi. Demokrasi
sarat dengan nilai-nilai yang meliputi:

1. Kejujuran, menjadi syarat menda-
sar dari sebuah kehidupan demao-
krasl. Sebuah pemerintahan
harus secara jujur dalam men-
jalani kebijakan-kebijakan serta
pertanggungjawabannya.  Nilai-
-nilal Ini seharusnya mulal ter-
cermin dalam sistem pemilihan
yang merupakan fase awal dari
pelaksanaan demokrasi. Aspirasi
rakyat hendaknya disampaikan
sesual hatl nurani tanpa diper-
ngaruhi variabel-variabel lainnya.

2. Kebebasan, demokrasi menjamin
kebebasan warganya menyuara-
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kan pendapatnya. Setiap warga
bebas berkumpul dan berorga-
nisasi sebagai wujud ekspresi
kebebasan, Masyarakat bebas
berpartisipasi sesuai kehendak-
nya. Pembatasan terhadap kebe-
basan warga merupakan praktik
antidemokrasi.

Kepatuhan, demokrasi memiliki
rambu-rambu yang harus dipa-
tuhi, Rambu-rambu tersebut atau
yang lebih dikenal dengan Rule Of
Low, menjadi penjaga agar kebe-
basan berlangsung tertib. Kepa-
tuhan terhadap rule of law akan
meminimalisasi terjadinya choos
dalam kehidupan demokrasi.

Persamaan, setiap warga negara
memiliki kedudukan yang sama
dl segala bidang kehidupan. Di
depan hukum memiliki ketun-
dukan yang terhadap rule of low,
Di bidang politik memiliki hak
yang sama, baik hak untuk memi-
lih ataupun dipilih di bidang eko-
nomi memiliki hak yang sama
untuk memperoleh penghidupan
yang layak. Di bidang pendidikan
memiliki kesempatan yang sama
dalam memperoleh pendidikan

Toleransi, perbedaan penda-
pat merupakan suatu kewajaran
dalam praktik demokrasi. Peng-
hargaan terhadap perbedaan
pendapat merupakan salah satu
nilai penting bagi tumbuh ber-
kembangnya demokrasi. Pemak-
saan pendapat terhadap orang
lain merupakan wujud ketiadaan
penghargaan terhadap hak asasi
orang lain.
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8. Perdamalan, demokrasl memba-
tasi permnakaian kekerasan sam-
pai ke tingkat minimum dalam
menyelesaikan perselisihan.
Penyelesaian perselisihan dila-
kukan dengan damal dan secara
melembaga. Perubahan dilaku-
kan secara damai dan menghin-
darl terjadimya anarkisme.

7. Tata FKrama, demokrasi juga
mengindahkan tata karma dalam
prosesnya. Demokrasi akan tum-
buh sehat jlka para pihak men-
junjung tinggi etika demokrasi,
Penyampaian pendapat yang
obyektif dan santun, serta tidak
cenderung  menyebar  fitnah
adalah cermin dari kedewasaan
dalam berdemokrasi.

Dalam analisis modern, partisi-
pasi politik merupakan hal penting
dan banyak dipelajari terutama dalam
hubungannya dengan negara-negara
berkembang. Herbert McClosky ber-
pendapat bahwa partisipasi politik
adalah kegiatan-kegiatan sukarela
darl warga masyarakat melalui mana
mereka mengambil bagian dalam pro-
ses pemilihan penguasa dan secara
langsung atau tidak langsung dalam
proses pembentukan  kebijakan
umum.

Di negara-negara demokrasi jika
partisipasi masyarakat leblh banyak
maka partisipasiinidianggap lebih baik,
Dalam perspektif inl, tingginya tingkat
partisipasi menunjukkan balwa warga
mengikuti dan memahami masalah
politik dan ingin melibatkan diri dalam
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kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat
partisipasl juga menunjukkan bahwa
rezim yang sedang berkuasa memi-
liki keabsahan yang tinggi, Sebaliknya,
rendahnya partisipasi politik di suatu
negara dianggap kurang baik karena
menunjukkan rendahnya perhatian
warga terhadap masalah politik selain
rendahnya partisipasi politik juga
menunjukkan lemahnya legitimasi dari
rezim yang sedang berkuasa. Terdapat
dua factor yang memengaruhi partisi-
pasi politik sesearang yaitu:

1. kesadaran politik, yaitu kesadaran
akan hak dan kewajibannya seba-
gai warga negara ; dan

2. kepercayaan politik, yaitu sikap
dan kepercayaan orang tersebut
terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor yang
memengaruhi  tersebut, terdapat
ernpat tipe partisipasi politik yaitu:

1. partisipasi pelitik aktif jika memi-
liki kesadaran dan kepercayaan
politik yang tinggi;

2. partisipasi  politik apatis  jika
memiliki kesadaran dan keperca-
yaan politik yang rendah;

3. partisipasi politik pasif jika memi-
liki kesadaran politik rendah,
sedangkan kepercayaan politlk-
nya tinggt;

4, partisipasi politik militant radikal
jika memiliki kesadaran politik
tinggl, sedangkan kepercayaan
politiknya rendah.
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Penutup

Munculnya transisi demokrasi
dl Indonesi dimulai dari penerapan
multipartal yang dimaksudkan sebagai
penguatan lembaga perwakilan rak-
yat. Mamun, kualitas demokrasi yang
dipertontonkan melalui panggung par-
lernen inl dlanggap belum cukup kuat
menumbuhkan kehidupan demokras
yang lebih substansial, khususnya
yang berkaitan dengan responsibili-
tas, akuntabilitas, dan transparansi.
Mengingat besarnya manfaat Pemilu
langsung bagi pengembangan demo-
krasi, partisipasi publik dan perce-
patan mencapai kesejahteraan bagi
masyarakat, maka sungguh disayang-
kan bila ajang ini harus cacat dan
merusak dengan praktik money politic,
unfair game, tidak siap kalah dan lain-
-aln, Sangat dibutuhkan peran dan
kejujuran dari semua pihak agar dapat
mewujudkan pemilu demokratis dan
harmonis di Indonesia yang legitimate
untuk memimpin nasional dan mewu-
judkan keberhasilan bangsa.

Oleh karena literasi media diper-
lukan untuk memberikan kecakapan
dalam mengonsumsi dan mempro-
duksi berita, terutama berita politik
di media sosial, Pendekatan budaya,
terutama budaya lokal yang sarat kea-
rifan lokal (focal wisdom) yang berisi

nilai-nilai yang tumbuh, berkembang,
berurat dan berakar dalam kehidupan
masyarakat lokal diharapkan dapat
kemball merekatkan berbagai elemen
masyarakat. Budaya lokal berkontri-
busi memperkuat budaya nasional,
karena budaya nasional dibentuk dari
puncak budaya lokal yang adilubung.
Dengan pendekatan budaya maka
komunikasi antarsuku, etnis, ras, dan
agama dapat dijalin dalam semangat
membangun saling pengertian, tole-
rasi, persatuan dalam harmoni kebera-
gaman.
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